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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahas di atas maka dapat 

diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam memberikan bentuk 

perlindungan hukum kepada korban tindak pidana Revenge Porn adalah : 

penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, melakukan 

konseling kepada korban, mendapatkan perlindungan hukum, ganti 

kerugian terhadap korban, pemulihan hak korban, bantuan medis, 

kompensasi kepada korban, bantuan hukum, pemberian informasi kepada 

korban.  

2. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh 

penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penyidikan tindak Revenge 

Porn, diantaranya : 

a) Kendala Internal 

1) Hilangya barang bukti. 

2) Keterbatasan alat dan perangkat 

3) Kualifikasi penegak hukum 

b) Kendala Eksternal 

1) Enkripsi data. 

2) Kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik 

3) Penjaminan Terhadap Hak-hak Korban. 
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B. Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam 

penulisan skripsi ini: 

1. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai aparat penegak hukum sebaiknya 

membangun kerjasama yang baik dengan penyedia layanan sosial media 

sehingga kedepannya dapat membantu perempuan sebagai korban agar 

konten yang bermuatan mengenai dirinya di sosial media tersebut hilang 

dan tidak dapat lagi diakses. Hal ini dikarekan jejak digital yang sudah 

terunggah di sosial media sangat susah untuk hilang dan penyedia layanan 

sosial media tersebutlah yang memiliki wewenang lebih untuk 

melaksanakan penghapusan. 

2. Korban tindak pidana revenge porn harus kooperatif kepada penyidik agar 

proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih baik dan efisien. 

3. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebaiknya lebih sering melaksanakan 

sosialisasi mengenai tindak pidana revenge porn sehingga nantinya 

masyarakat dapat dengan mudah memahami apa yang harus mereka 

lakukan ketika menjadi korban.  

4. Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai aparat penegak hukum seharusnya 

lebih waspada mengenai perkembangan update suatu software sehingga 

tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan. 

5. Aparat penegak hukum seharusnya memberikan penyamaan persepsi dalam 

perencanaan penanganan korban revenge porn untuk memastikan bahwa 

korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku diadili secara 

adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran langkah yang dapat diambil 
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untuk mencapai penyamaan persepsi revenge porn: Mengembangkan 

hubungan yang baik dengan ahli psikologi, konselor, dan aktivis hak asasi 

manusia yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus revenge porn, 

memahami dan menggunakan teknologi dengan efektif untuk 

mengumpulkan bukti digital dan menyelidiki kasus revenge porn. 

Memberikan dukungan dan sumber daya kepada korban revenge porn agar 

mereka merasa didukung dan mampu menghadapi proses hukum. Ini bisa 

termasuk memberikan akses ke layanan konseling, bantuan hukum, dan 

jaringan dukungan korban. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

masalah revenge porn dan dampaknya terhadap korban. Melalui kampanye 

penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya 

menghormati privasi dan martabat individu dalam lingkungan digital. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, aparat penegak hukum dapat lebih 

efektif dalam merencanakan langkah-langkah untuk menangani kasus 

revenge porn dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. 
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